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PUTUSAN

Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,

dalam sidang  majelis  hakim,  telah  menjatuhkan  putusan  atas  perkara  cerai

gugat yang diajukan oleh :

     BAIQ MUTIARA HIKMAH BINTI LALU DAUT, tempat dan tanggal lahir

Lingkok,  31  Desember  1986,  (umur  38 tahun)  agama Islam,

pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  pendidikan  Sekolah  Lanjutan

Tingkat  Pertama,  tempat  kediaman  di  Jalan  Swakarsa  III,

Perumahan Villa Anggrek, Blok B, No. 12, Lingkungan Gerisak,

Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram,

disebut sebagai  Penggugat;   

melawan

      LALU MUHIR BIN MAMIQ MUHADI, tempat dan tanggal lahir Lingkok Laki,

tanggal  31  Desember  1965,  (umur  59  tahun)  agama  Islam,

pekerjaan  Petani,  pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat

Pertama,  tempat  kediaman  di  Lingkok  Laki,  Dusun  Lingkok

Laki,  Desa  Rensing,  Kecamatan  Sakra  Barat,  Kabupaten

Lombok Timur, disebut  sebagai Tergugat ; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dalam surat  gugatannya tanggal 19 Juli 2024 telah

mengajukan  gugatan   cerai  gugat,  yang  telah  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Mtr,  tanggal

22 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat

pernikahan yang sah menurut syariat agama  Islam yang dilaksakan  pada

tanggal  21  Mei  2021 di  Lingkok  Laki,  Desa  Rensing,  Kecamatan  Sakra

Barat,  Kabupaten  Lombok  Timur,  sesuai  dengan  Kutiapan  Akta  Nikah

Nomor  :  72/10/V/2021 yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Sakra Barat tanggal 21-05-2021;

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut,  Penggugat  dan  Tergugat

bersama  di  rumah  Tergugat  di  Lingkok  Laki,  Desa  Rensing,  Kecamatan

Sakra  Barat,  Kabupaten  Lombok  Timur  dan  telah  melakukan

hubungan/bergaul sebagaimana  layaknya  suami-istri dan  namun  belum

memperoleh anak ;

3. Bahwa  pada awal  pernikahan  keadaan  rumah  tangga  antara

Penggugat  dengan  Tergugat  hidup  rukun  dan  harmonis,  akan  tetapi

berjalan  beberapa  bulan  perkawinan,  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah

Penggugat;

4. Bahwa puncak terjadi kemelut rumah tangga Penggugat terjadi pada

tanggal  8  Mei  2023,  antara  Penggugat  dan  Tergugat  kembali  terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat menceraikan

Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat pulang ke rumah orang tua

Penggugat sendiri untuk mendapatkan perlindungan;

5. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat  dan Tergugat sudah tidak

ada lagi komunikasi dan bahkan sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut  rumah tangga antara Penggugat

dengan Tergugat  sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

perceraian  merupakan  alternatif  terakhir  bagi  Penggugat  untuk

menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
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7. Bahwa Penggugat  sanggup  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul

akibat perkara ini;

Berdasarkan  alasan-alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  agar

Ketua Pengadilan  Agama Mataram  Cq.  Majelis  hakim yang memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughraa Tergugat kepada Penggugat; 

3. Membebankan  biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider  :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat telah

datang  menghadap  ke  persidangan,  sedangkan  Tergugat tidak  datang

menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan

(relaas)  Nomor  396/Pdt.G/2024/PA.Mtr tanggal  23  Juli  2024  dan  Nomor

396/Pdt.G/2024/PA.Mtr tanggal  31  Juli  2024 yang dibacakan di  persidangan,

Tergugat telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata

bahwa tidak datangnya  Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang

sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  telah

mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:
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1. Fotokopi  Surat  Keterangan  Domisili  Nomor  :  16/KJ/VI/2024,

tanggal 08 Juni 2024, dikeluarkan oleh Lurah Kekalik Jaya, Kecamatan

Sekarbela, Kota Mataram. Bukti surat tersebut  telah dicocokkan dengan

aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup  dan telah di-nazagelen, lalu

oleh ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);

2. Fotokopi  Kutipan Akta Nikah  Nomor :  72/10/V/2021, tertanggal  21

Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama  Kecamatan  Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Bukti  surat

tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta

telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi

kode (bukti P.2);

A.

Saksi-saksi :

1.  Lalu Daut  bin Lalu Yakub,  umur 63 tahun,  agama Islam,  pekerjaan

Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Lngkok Laki, Desa Rensing,

Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  Penggugat  sebagai  Ayah  Kandung

Penggugat  dan  kenal  Tergugat  sebagai  suami  Penggugat  menikah

pada tanggal 21 Mei 2021;

- Bahwa  saksi  mengetahui  Penggugat  dan  Tergugat  setelah

menikah tinggal  bersama di  rumah Tergugat  di  Lingkok Laki,  Desa

Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa saksi  tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan

suami isteri namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  tempat  sejak

tanggal  8  Mei  2023,  antara  Penggugat  dan  Tergugat  terjadi

persilisihan  yang  mengakibatkan  Penggugat  pergi  meninggalkan

Tergugat  dan  pulang  ke  rumah  saksi  sendiri  selaku  orang  tua

Penggugat;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang  disebabkan
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karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat

bahkan Tergugat telah menjatuhkan thalak kepada Penggugat pada

hari itu juga;

- Bahwa  saksi  mengetahui  bahwa  selama  Penggugat  dan

Tergugat  pisah  tempat  tinggal,  Tergugat  tidak  pernah  memberikan

nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;

- Bahwa  saksi  selaku  ayah  kandung  Penggugat sudah  sering

menasehati  Penggugat untuk rukun kembali  dengan Tergugat, akan

tetapi tidak berhasil;

2. Lalu  Ahmadi  bin  Lalu  Samad,  umur  40  tahun,  agama  Islam,

pekerjaan  Wiraswasta,  pendidikan  SLTA,  bertempat  tinggal  di  Dusun

Batu Tangkok, Desa Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten

Lombok Timur.  Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Kakak misan Penggugat dan

kenal Tergugat sebagai suami Penggugat  menikah  pada  tanggal 21

Mei 2021;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah

tinggal  bersama di  rumah Tergugat di  Lingkok Laki,  Desa Rensing,

Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami

isteri namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak tanggal 8

Mei  2023,  antara Penggugat  dan Tergugat  terjadi  persilisihan yang

mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang

ke rumah orang tua Penggugat sendiri;

- Bahwa  saksi  tahu  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak

rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran  yang  disebabkan

karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat

bahkan Tergugat telah menjatuhkan thalak kepada Penggugat pada

hari itu juga;
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- Bahwa saksi  mengetahui  bahwa selama Penggugat  dan Tergugat

pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik

lahir maupun bathin kepada Penggugat;

- Bahwa  saksi  selaku  Kakak  misan  Penggugat sudah  sering

menasehati  Penggugat untuk rukun kembali  dengan Tergugat, akan

tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat di muka sidang telah memberikan kesimpulan tetap

dengan surat gugatan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal

yang  termuat  dalam  berita  acara  sidang  ini  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana  terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil

yang pada pokoknya Penggugat meminta agar diceraikan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Nomor  396/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal  23  Juli  2024  yang  dibacakan  di

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat tersebut  disebabkan  oleh  suatu

alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan

tetapi  tidak  datang  menghadap  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  gugatan

tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek,  Vide Pasal 149 ayat (1)

R.Bg; yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan,  oleh karena itu  majelis  tetap

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang  bahwa  yang  menjadi  alasan  perceraian  dalam  gugatan

Penggugat  adalah  yang  pada  pokoknya  menyatakan  rumah  tangga  antara
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Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih

dan bertengkar secara terus menerus dan yang berujung perpisahan tempat

tinggal sejak tanggal 8 Mei 2023 hingga sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan

jawaban  terhadap  gugatan  Penggugat  sehingga  harus  dianggap  mengakui

dalil-dalil  Penggugat setidak-tidaknya tidak akan membela kepentingannya di

pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1685 KUH

Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikah hal –hal tersebut di atas;

Menimbang  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya  Peng-

gugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang,  bahwa bukti  P-1  adalah bukti  tertulis  Menimbang bahwa

bukti  P.1  berupa Fotokopi  Surat  Keterangan Domisili,  yang merupakan akta

otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

menjelaskan  mengenai  identitas  Penggugat,  sehingga  bukti  tersebut  telah

memenuhi  syarat  formal  dan  materil.  Oleh  karena  itu  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  bukti  P-2  (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  yang

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  adanya  ikatan  perkawinan  antara

Penggugat dengan Tergugat,  sehingga bukti  tersebut telah memenuhi syarat

formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang

sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R Bg; 

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-

saksi yang penilaiannya berikut ini;
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Menimbang,  bahwa keterangan  saksi-saksi  Penggugat,  bukan  orang

yang  dilarang  untuk  menjadi  saksi,  sudah  dewasa,  berakal  sehat,  memberi

keterangan  di  depan  sidang  seorang  demi  seorang  dan  sudah  disumpah,

sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1)

R.Bg.;

Menimbang  bahwa  saksi  I  Penggugat  sudah  dewasa  dan  sudah

disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4

R.Bg.  serta  Pasal  22  ayat  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

tentang perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya

menyatakan  mengetahui  rumah  tangga  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang

Penggugat  dan Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  sejak  tanggal  8  Mei

2023 hingga sekarang,  karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah

Penggugat  dan  Tergugat  telah  menjatuhkan  thalak  kepada  Penggugat

Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri, selama itu sudah tidak saling

peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri dan juga tidak ada

komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

Menimbang  bahwa  saksi  II  Penggugat  sudah  dewasa  dan  sudah

disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4

R.Bg.  serta  Pasal  22  ayat  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya

menyatakan mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah

tidak  rukun  dan  harmonis  lagi  karena  sering  bertengkar  bahkan  sekarang

Penggugat  dan Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  sejak  tanggal  8  Mei

2023 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan
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pulang  ke  rumah  orangtua  Penggugat  sendiri  sebagaimana  alamat  di  atas,

selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya

suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan

kedua  saksi  Penggugat  dapat  diterima  sebagai  alat  bukti  karena  telah

memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan

Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  Penggugat  bersesuaian  adalah

fakta  yang  dilihat  sendiri,  didengar  sendiri  dan  dialami  sendiri  berdasarkan

alasan dan pengetahuan, relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat,

dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain,  oleh karena itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil  sebagaimana telah

diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg.

Fakta Hukum 

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil akhir pembuktian dan apa yang

diketahui oleh hakim di depan persidangan telah terbukti fakta kejadian sebagai

berikut:

1. Penggugat  dan Tergugat  telah  melaksanakan perkawinan pada

tanggal  21  Mei  2021,  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor

Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi

Nusa Tenggara Barat;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat  belum

dikaruniai anak; 

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal

sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai sekarang;

4. Bahwa penyebabnya karena Tergugat  tidak  bertanggung jawab

terhadap nafkah Penggugat;

5. Bahwa selama pisah,  Tergugat  tidak  memberikan nafkah untuk

Penggugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
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2. Bahwa rumah tangga Pengguat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Pertimbangan Petitum perceraian

Menimbang, bahwa di samping fakta-fakta yang telah diuraikan di atas,

ditambah lagi dengan fakta yang muncul dalam persidangan dimana Penggugat

menyatakan sudah tidak ingin lagi  membina rumah tangga dengan Tergugat

bahkan  sudah  membenci  Tergugat  dan  tetap  bersikukuh  pada  pendiriannya

untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari  fakta- fakta hukum  tersebut telah memenuhi

norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj  al-Thullab, juz VI,

halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis  sebagai

berikut :  

القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتـد اذا

   بائنة طلقة

Artinya: “Apabila  telah  memuncak  ketidaksenangan  seorang  istri  kepada

suaminya   maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan

talak ba’in”;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  hukum  di  atas,  Majelis

Hakim menilai bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat

dalam membina rumah tangga telah pecah, terbukti antara Penggugat dengan

Tergugat  telah  pisah  tempat  tinggal  selama  1  (satu)  tahun  lebih  sampai

sekarang,  dimana hal  itu  merupakan sesuatu yang tidak wajar  dalam suatu

rumah tangga yang harmonis, ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan

Tergugat tidak ada rasa saling mencintai dan sudah tidak lagi saling perduli,

dan antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang;

Menimbang,  bahwa  ikatan  perkawinan  akan  bertahan  dengan  kokoh

apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bersatu hati dalam wadah

rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan

tidak  mau  lagi  membina  rumah  tangga  bahkan  sudah  membenci  terhadap

Tergugat  seperti  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan

Tergugat,  dapat memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang demikian

sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
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Menimbang,bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang

nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di

depan  sidang  Pengadilan  Agama  setelah  Pengadilan  yang  bersangkutan

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dalam  penjelasan  Pasal  39  ayat  (2)

huruf (f) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

(KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan untuk melakukan perceraian yaitu

“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  antara  Penggugat  dan

Tergugat  sudah  pisah  tinggal,  sudah  diupayakan  perdamaian  tetapi  tidak

berhasil dan keduanya tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami

istri serta sejalan dengan norma Hukum Islam yang disebutkan di atas, maka

gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Biaya Perkara 

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidagan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (Lalu Muhir bin

Mamiq  Muhadi) kepada  Penggugat  (Baiq  Mutiara  Hikmah  binti  Lalu

Daut);  

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp.537.000,00 ( Lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
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Penutup

 Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024  Masehi

bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami :  Drs. H. M.

Ijmak,  S.H.,  M.H. sebagai  Ketua  Majelis,  H.  Yusup,  S.H.,  M.H.  dan  Hj.

Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan  pada  hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.

Baiq Suharti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon

tanpa hadirnya Termohon.

Ketua  Majelis

   Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hakim Anggota

H. Yusup, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Baiq Suharti, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftara : Rp  30.000,00

2. Biaya Proses      : Rp  75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 392.000,00

4. Biaya PNBP Panggilan    : Rp  20.000,00 

5. Biaya Redaksi : Rp  10.000,00

6. Biaya Materai                        : Rp  10.000,00  
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   Jumlah                   : Rp 537.000,00

   ( Lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
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